
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
IVOMOR 2 TAHUN 2At2

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAIYAAF{ AfrGGARAIY PEITIDAPATAN DAII
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAIIUN ANGGARAN 2011

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat {1) Undang-Undang
I\omcr 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepaia Daerah mengajukan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
i r,nr. :- - .- - -: - -r ---- - .- rr- .--- - 1-:i-."-, iJ.-,'r--,,-,+ .i-r-.-,-^i, rirEE,i:irir-if ii ii.upaUa iiuwaij r"i;i'W'iii(iiiiii i-riii{,}iiL iiaui aii (i.zr-r\u,

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 fenam] bulan setelah
fqhrrn 4ndcqran lrcrqLlrir'qr r66ur (4:r rir t

bahwa berdasarkan pertimbansan sebagaimana dimaksud
r{alam hrrnrf c nerlrr mpnefqnlron Perairrrnrl r-\qer- h tentqnl-ruaiqiii irui ui qt liwiiu iiiLiiuLq.t/-Aair i vi4Luiu!

Pertanggungi awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2011;

Unciang-Undang Nomor 2+ Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan
Perq fi rrn n Pernlrcnflil.rqn Prcrnin si Si trrtat ere I I fcr!-e (Lem h-a!'a narr . vrravviiLqi-rqi: i iU-ijiiiJi Uqilialv:

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

1103);

lTnrlancr-ITndnno Nnrnnr 1? Tahrtn lQRF tentans Paiak Br-:mi'v'rruarr6 '-'Iis4ii5 tiviiiu'i i; iqiiui

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

Unciang-Unciang i't-omor i2 Tahun L994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pqiak

Burni dan Banglinan ii,ernbaran i'iegara Repubiii': indcnesia

Mengingat : l

b.

2.



3. Undang-Undang Nomor 2I Tahun 1997 tentang Bea
Pern'!ehan LIo!z otcs T-nal-r rlan Flonmrnan {T am}raran l\Te^o-.i Li Viuii(f,ii i l'qr\ dL(:.5 i dii(:.ii Lrura lJqr16qrtqrr \Lurrruur qr, . t -5.r*..L

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang*Undang Nomor
2O Tahun 20Cr0 tentang Ferubahan Atas Unciang-Unciang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroiehan Hak Atas
'fanajr daii Ba;igtiiian ii,criibai"arr iricgari;- Rupubiik irrciorrcsia
Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Neqara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
J\Jnrnnr 47 TarnhcLtqn T arllroron l\Tecara Per.rrl-rliL Inrl^neoioiivIIiUt 'i t , I s.ij.iLJ(f.iid.rr jruii.iiiiLf iiii f\Cgiil € i-rCljLiUrtr"r. riti-iUrlCsiil-

Nomor +286\;

5. Undang-Undarrg i.lomor 1 Taiiun 2AA4 Lcntang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Inr{nn,-cia 'Talrrrn )finf }rTnmnr ( 'Taml-rol-tan T pml-raran

r rviiivr ut r qrrrvqrrgii sv^^rvGiqir

Negara Republik Indonesia Nomor a355);
a TT,- -l^---- rT---1 ----- iT 1- 4-1- --- n^nA L-.-!----- n-,---,-17----.-(J. uiruari8,-urruarrH, r\urrlul' ro ra^nurL zvv+ LeIrLarrS, rerltcrrKsaarr

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(I-emharen Negera Renrrhlik Indonesia Tahun 2OO4 Nosror
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400!;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L1;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R-epublik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah
beberapa kali teral<hk dengan Undang-Undang Nomor 72
E 1 tentang Ferubahan Keciua Atas Unclang-Uncianglanun zuv6
Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah
if r.."r1'.,:t,r- l:fr.r:qr,: P.,'-., r?r1 lL T'r'1..*'.-i.- T+irr,- 

"ati'l,Q 
lrlrt*...

\sv^rrvqr4r ^rvbqru a\vl/qv

59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor
48441:

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak

Daerah dan Re',ribusi Daerah {Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik InConesia Nornor 50a9);

11.Undanq-Undang Nomor 12 Tahun 2O1I tentang

Pembenl-ukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia ?ahun 2Al1 Nomor 82,

Tambahan Lernbaran Nesara Republik Indonesia Nomor

s234\',

L?. Feratr-lran Pemer"intah Notnor 2! Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nornor 59);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOA tentang

Kedud.ukan Keuangan Kepala Daerah Can Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oaa

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a028);

14.Perati-rran Pemerintah Nomor 24 Tahurr 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Ferwakilan Rak-yat Daerah ilembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O,

Tambahan Lemi-raran i.{egara Reputriik intionesia i-{omor

44I6j sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
':.'-""'- D"-?Lui-aii Feliici-inuah i'iumi;r 2i Tahuii 2JC7'LiUtIS'i,ii f 'vi c

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2AO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggcta De'ran Per-sakilan Ralqrat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao7

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aT t2\;

15. Peraturan Fernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

45O2i;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AAS tentang

standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nornor 49, Tambahan

Lernbaran l'{egara Repubiik incionesia l'iomor a503i;



l7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjarnan Daerah {Lernbaran i{egara Repubiik Indonesia
Tahun 2AA5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Ncrnor a57a|;

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Pe:'imbangan ilembaran Negara Republik Indcnesia Tahun
2OAS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2AOS Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761:

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengeioiaan Keuangan Daerah (L.em'r-raran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +578]';

2l.Perafuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentanq

Pedaman Pen5,-usunan dan Penerapan StanCar Pelayanan

Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Ncmoi' 1.50, Tambahan Lembaran Negara Republik indouesia

Nomor a585);

22.?eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Fedoman Pembinaan <ian Penga-v"asan Penyeienggaraafi

Pemerintahan Daerah {Lembararr Negara Republik Indonesia

Taiiun 2CC5 i'icrnoi' i65, ?am"bahan Lembaran i'{egara

Republik Indonesia Nomor a593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelapcran Keuangan dan Frinerja Instansi Pemerintah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2406 Nomor

25, Tambahan Lembaran F{ega:'a Republik Indonesia F{omor

46r4]';

24.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Laporan

Pen;,eienggaran Femerintai:an Daeraii kepada Pei-nerinrah,

Laporan Keierangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rak_vat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyeienggar:aan Pemerintahan Daerah kepada



25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daei'ah {Lcmbaran i\icgara Republik Indonesia Tahun 2CI'2

Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NI^ra^+ \1 ,t /t tl'rI\JIII\JI \JAl z1l,

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang;/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomcr 7C Tahun 2Cl2 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AlA tentang
Dancorlaon Poranc l' Taaa Damerintolr'i uiiEidijddia UAL AlrE'r' uGJ4 a ultrLl lllLarr,

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan l{euangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan lvlenteri Daiam Neger i Nomor 21 Tahun

2OlL tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri

Daiam liegeri FIomor 13 Tahun 2A06 tentalrg Pedcman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

65 Tahun 2AO7 tentang Pedoman Evaluasi Rancansan

Pei'aturan Daerah tentang Pertanggunga'waban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belan-ia Daerah dan Rancanqan

Per"aturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
El+lanio T-Iaeral.r.ULI4r{q U4'atqLL,

2g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

55 Tahu.n 2O08 teatang Tata Cara Penatausahaan <ian

Penyusunan Laporan Pertangggngjawaban Bendahara serta
,^^a!'n mn^ia*.
ljLrrJ ArrrPalqrrt

3O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2O 1 L tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah:

31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi

dan Tata Ke{a Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan

Penvakiian Ralqiat Daerah Provinsi susratera utara

{Lembaran Daerah Provinsi sumatera lJtata Tahun 2008

Ncmor ?, Tambahan Lembaran Daerah Nomcr 7);



32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O08 tentang Organisasi
l^- ,Tr^1^ t.7^-a^ n:-^^^ T-\:^^^ T\^^-^1^ T)-^,.:-^i c,,an+^-^ TT!-+*niiaii i ala i\Lija ijiiias-iiiiia$ iiii(.r d".tr .a- I iJvrrrDr L)Llrridl-Er aa LJ Ldi a

flembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

l\T^*^- a 'F^.-l-^l^^- T ^*1-^-^- I-\^^--1- l\Jna,ne Q!'i\Uiiiiii 'J, iii.iiirJii"iiiiii LurrltJialatL iidaLd-LL rl!.liirur ur,

33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2O0B tentang Orsanisasi
dan Tata Kerja L.embaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
lJtara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2CO9 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara

{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2QAg

Nomor 6, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 17);

35.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-
p.nlznlz Pcnt--c'!nlnnn l{errnnc.'g11 Daerah Provinsi SumateraI L/r\vA r vitSvtvrqqrr r\vHqlr6t

Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
on-1 n l\fnrnn- 1 Tqrnhnhen i erthnr-nn l)aefah Pfcvinsi.t'\j i-\.i j.iiji.ii,-U.i L t i dIlUGlIqr I r^rrru4r qrr

Sumatera Utara Nomor 1);

36.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2A10 tentang Anggaran

Pendapatan dan Bela{a Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Angga,ran z}fi {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2OIA Nomor 4);

37. Feraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O11 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Uta-ra Tahun 2011 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 20ll Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

DAERAH TBNTANG PERTANGGUNGJAWABANMenetapkan: PERATURAN
nAIT T TTT AATTA



Pasal 1

tU Pertangzunsjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
s^#aa^+ .
l!t\-lllL{d,L,

a. Laporan Realisasi APBD;
i- l\T^-^ ^^ .p. 1tt-r d.ua,

c. Laporan arus kas; dan
.l fac*oian a*cs lonnrqn lranr^nd^qii. -v(ii-(:Ldir dLao ralitJrqil r\vq4r54rr.

(2,1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat f 1) dilampiri dengan

lapoi'an kinerja dan ikhtisar iaporan keuangan Badan Usaha l'4;iik

Daerah / Perusaha-an Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1} huruf a
Tahun Anggaran 2Oi i sebagai beriicut :

a. Pendapatan Daerah..... Rp. 4.958.481.901 .866.9+

b. Belanja Daerah Rp. +.6i1.477.163.249.6O

Surplus ... Rp. 347.004.738.61'7,34

c. Pembiayaan Daerah.......

- Penerimaan Daerah. ...Rn. 4A4.884.722.999.28

- Pengeluaran Daeiah . P.p. 30.917.705'00C'00

Pembiayaan Netto. ......... Rp. 373.967.A16-999.28

Disa iJuuiii r"ciiiiJi&taan AriSgai-ali (DiLr"^J........ r-rP. i Lw.i r j,., !'u.LJ L\)tt,a

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 sebagai

berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 7.623.171.792,94 dengan rincian sebagai berikut :

1 Ancroernn nend ertstet't setr'lah nerrrhehan - - Rrt. 4.q5O.858.73O.O74.OO



a.

b.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf b per 31 Desember Tahun

201i sebagaimana berikui :

Jumlah Asset Rp. 12. 199. 1 19.521.516,90

Jumiah Kewajiban ......Rp. 634.b39.434.850,6O

Jumlah Ekuitas Dana.... ... Rp.11.564.480.086'566'30

Pasal 5

Laporan ar-us kas sebagaimana dimaksud dalam Pasai t huruf c untuk tahun

:yang bei'aiiiiii'sampai ciengan.ji Llesember'i'ah-r-ifi'2Aii sebagai beriiiut:

Saldo Kas awal per l Januari 2Olf Rp. 4O4.884.722.999,28

c.

d.

e.

f.

a.

tl.

c.

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana

Tahun Anggaran ?OIL memuat informasi
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
^^ - 

i. 
-^ -.1

Arrrs K-as elari aktivii.as operasi.. .... Rp. t.41O.242.LL5."376,34

Arus Kas dari aktivitas investasi asset

non keuangan Rp'(i .CI63-237.376.759,ODi

Arus Kas dari aktivitas oembiayaar:................... Rp. (3O.917.706.000'00)

Arus Kas ciari akt-ivitas non anggaran. ....... Rp. 0,CIo

Saldo Kas Akhir oef 31 Desember 2O11............Ro. 722.661.348.49O'62

dimaksud dalam Pasal I huruf d
baik secara kuantitatif mauPun

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan rlari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

*mafi.-ifr ii iri']t{i-?.i



b.

d.

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5
Lampiran I.6
Lampiran L7
Lampiran I.8

Lampiran I.9

T.arnniran i 1 O

Larnpban 1.17

Lampiran l. i2
Lampiran II
uarltlJrr cur rrr

Lampiran IV

Rincian lanoran realisasi anggaran menurut urusan
Damerintoho- T-\oerai-r ^-oo-icoei t'renriarrr:tcn helcnie,.lnni viiivi iiiL(aii(j-ii ir-{:-vi (f.iit iii E(Ziiil}AJrt lrviruqy4L(gr, vvl4rr-rq rrqrr

pembiayaan;

Rekapitrrlasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut
rlrrlsan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
': ----...- i,. -...-. -. -- ,:.-. --- i -^+^*'-,., .i- -,-- --. Ea:---',;"*i -.: r.- -l- 

-. -.-.[Cijuiai iisiiii Liali .i(ULUi PaiiJiiiiji a-ll ii.5d-rl I tJlrr\.r rJ.LLctrlctrr

Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan ;

Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modai iinvestasii ciaerah;

Daftar realisasi penarnbahan dan pengurangan aset tetap
i^ ^--L.tliaE.l ctll,

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya:
Daftar kegiatan-kegiatan yang belurn diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutn3'a {DPA-L} ;

Daftar dana cadangan daerah; d"an

Dailar pinjaman dan obiigasi <iaerah.

Neraca
; "- ---. -^ -. .- .- - -. ;-.- -.LCtlJUrarl ar us AaJ

Catatan atas Laporan KeuangaJl

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 ayat (21

+=rrlir-'i r'!*':-i

a. Laporan kine4a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagpan yang
ti-i..'r-'..-*;...,i-;....* .i.,-: !:a*r,i F:",--'.i l*i-Liuaii LfJiPisii.ii.if.iiii Llai.ri. I ulaa.Ltlrctlr lJcLEraaJl rrrrt

b. lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
tercantum daiam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tiriak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9



Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mensetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal i 1 Oktober 2AL2

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal t6 0ktr:bar Fgt e"

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI.

/l/th
NURdIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL2 NOMOR T



PENJELASAN
ATAS

PERATURAIT DATRAH PROVIilSI SUMATERA UTARA
H+F€+R ? ?.AEi$E{ 

=+i2
TENTANG

PERTAI{GGUGJAWABAII PELAKSAITAAS AI{GGARAft- PETTPAPATAII DAI{
BELANJA DAERAH TAHUITI AI{GGARAN 2011

I. PENJELASAIT UMUM

Sebagai PeCom.an Pen\-usunan Pertanggungia',vaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan F,elanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah
JVUaSar VLITAUL .

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Do--olnlaon IZar ronaon T-\oa-ah
! L, i !t>.- t.-. !.-r-r-.r! ! !L. L+LL !lLLa g !, r-ai-.f ii-i ! !

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2A02
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggunqiawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Peny'usunan
De-trritr rnnon A IfFIT-\

-*".Fi..

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Incionesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO5 tentang Fedornan trengelclaan Keuangan Daerah.

N. PENJELASAN PASAL DEMT PASAL

Pasal 1

ral'at z

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5
ffrrrrrf a

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas

\.uK.up _lcras

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Saldc Kas Akhir per 31 Desember 20L L terdiri dari :

- Kas yang berada di Bendahara
'Jiiiijiii iJ a,CL.a.i'i liJ L/ iJi Rp. 705.596.t€,2.585,62

- Kas cii Bendahara Fengeluaran Rp. i5.275.692'930'00
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 1.689.592.874,00

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jeias


